SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

Mengingat: 1.

BUPATI TEGAL,

bahwa Setiap Orang berhak untuk bertempat tinggal,
berkehidupan yang layak, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat sebagai kebutuhan dasar
manusia;

bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang
kurang memerhatikan keseimbangan bagi kepentingan
Masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan
kesulitan Masyarakat untuk memperoleh rumah yang
layak dan terjangkau beserta prasarana Sarana utilitas
yang memadai;

bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan
kepastian hukum kepada pemangku kepentingan yang
terlibat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukimanmaka diperlukan pengaturan
mengenai Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tegal.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tegal.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
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menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Perumahan dan Kawasan Permukimanadalah satu kesatuan sistem
yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan,
penyelenggaraan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan,
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan
Kawasan Permukiman, penyediaan tanah, Pendanaan dan sistem
pembiayaan, serta peran Masyarakat.

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukimanadalah
kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan
pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan,
Pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran Masyarakat yang
terkoordinasi dan terpadu.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun
perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau
Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri
kehidupan dan penghidupan.

Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang
terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.

Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas
lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana,
Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi
lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.

Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari
Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi
dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya
pemenuhan Rumah yang layak huni.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat
tinggal yang layak huni, Sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat
dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Rumah Komersial adalah Rumah yang diselenggarakan dengan tujuan
mendapatkan keuntungan.

Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan
upaya Masyarakat.

Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi
kebutuhan Rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

Rumah Khusus adalah Rumah yang diselenggarakan untuk
memenuhi kebutuhan khusus.

Rumah Negara adalah Rumah yang dimiliki negara dan berfungsi
sebagai tempat tinggal atau hunian dan Sarana pembinaan keluarga
serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
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Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah
sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Lingkungan
Hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.

Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah
sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Perumahan
dengan batas-batas Kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari
kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Kaveling adalah bagian tanah yang sudah dipetak-petak dengan
ukuran tertentu untuk bangunan atau tempat tinggal.

Kaveling Tanah Matang adalah sebidang tanah yang telah
dipersiapkan untuk Rumah sesuai dengan persyaratan dalam
penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang,
serta rencana tata bangunan dan lingkungan.

Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan RTRW wilayah
dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan Pembangunan
Perumahan dan Kawasan Permukiman guna meningkatkan kualitas
lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi
aktif Masyarakat.

Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal
dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan
dan belanja Daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan
untuk Perumahan dan Kawasan Permukimansesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk
kepentingan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukimanbaik yang berasal dari dana Masyarakat, tabungan
Perumahan, maupun sumber dana lainnya.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang
layak, sehat, aman, dan nyaman.

Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi
untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan
sosial, budaya, dan ekonomi.

Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan
Lingkungan Hunian.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR
adalah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga
perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh Rumah.

Masyarakat adalah Orang Perseorangan yang kegiatannya di bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk Masyarakat hukum
adat dan Masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Setiap Orang adalah Orang Perseorangan atau Badan Hukum.

Orang Perseorangan adalah orang yang kegiatannya di bidang
penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
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Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan oleh warga negara
Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukiman.

Hunian Berimbang adalah Perumahan atau Lingkungan Hunian yang
dibangun secara berimbang antara Rumah sederhana, Rumah
menengah, dan Rumah mewah.

Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli yang selanjutnya disebut
Sistem PPJBadalah rangkaian proses kesepakatan antara Setiap
Orang dengan Pelaku Pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang
dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau Perjanjian
Pengikatan Jual Beli sebelum ditandatangani akta jual beli.

Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli
yang selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara Pelaku
Pembangunan dan Setiap Orang untuk melakukan jual beli Rumah
atau satuan Rumah susun yang dapat dilakukan oleh Pelaku
Pembangunan sebelum pembangunan untuk Rumah susun atau
dalam proses pembangunan untuk Rumah tunggal dan Rumah deret
yang dibuat di hadapan notaris.

Rencana Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RKP adalah
dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan
Lingkungan Hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan
pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka
menengah, dan jangka panjang.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah
rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang
merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah provinsi, dan
yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah
kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola
ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten,
arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan
disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya
dalam rencana rinci tata ruang.

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat Permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat Permukiman perdesaan, pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu
proses untuk mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman
sesuai dengan RKP melalui pelaksanaan konstruksi.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku
usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik
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bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas,
mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pelaku Pembangunan adalah Setiap Orang dan/atau Pemerintah
yang melakukan Pembangunan Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

Pemberdayaan MAsyarakat adalah suatu strategi yang digunakan
dalam pembangunan Masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan
kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan berMasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.

PPNS yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas
ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah
Daerah dan Setiap Orang dalam melaksanakan Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukimandi Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.

b.

memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran
penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan Lingkungan Hunian
dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan
keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;

meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi
pembangunan Perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian
fungsi lingkungan, baik di Kawasan Perkotaan maupun Kawasan
Perdesaan;

memberdayakan para pemangku kepentingan bidang Pembangunan
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam
lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan
berkelanjutan.



Pasal 4

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman berasaskan:

FRT R FR SO0 O

kesejahteraan;
keadilan dan pemerataan;

kenasionalan;

keefisienan dan kemanfaatan;

keterjangkauan dan kemudahan;

kemandirian dan kebersamaan;

kemitraan;

keserasian dan keseimbangan;

keterpaduan;

kesehatan;

kelestarian dan keberlanjutan; dan

keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

MR TR M0 a0 o

pembinaan;

tugas dan wewenang;

penyelenggaraan Perumahan;
penyelenggaraan Kawasan Permukiman;
pemilikan Rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing;
penyediaan tanah;

Pendanaan;

peran Masyarakat;

larangan;

ketentuan Penyidikan; dan

ketentuan pidana.

Pasal 6

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan
satu kesatuan sistem yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu
dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan prinsip penyelenggaraan Kawasan Permukiman
sebagai dasar penyelenggaraan Perumahan.

Prinsip penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan perwujudan kegiatan
pembangunan peruntukan Perumahan di Kawasan Permukiman
sebagaimana yang dituangkan di dalam RTRW yang mengutamakan
keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kawasan sebagai
pengendalian dan pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

Pasal 7

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukimandilaksanakan
berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman.



(2)

(3)

Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. kemudahan Masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan
terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur,
terencana, terpadu, dan berkelanjutan; dan

b. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar
pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman.

Strategi kemudahan Masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak
dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur,
terencana, terpadu, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a meliputi:

a. penyediaan kebutuhan pemenuhan Perumahan dan Kawasan
Permukimanmelalui perencanaan dan pembangunan yang sesuai
dengan RTRW; dan

b. keterjangkauan pembiayaan dan pendayagunaan teknologi.

Strategi peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. pelaksanaan keterpaduan kebijakan Pembangunan Perumahan
dan Kawasan Permukiman antar pemangku lintas sektor, lintas
wilayah, dan Masyarakat; dan

b. peningkatan kapasitas kelembagaan bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman.

BAB II
PEMBINAAN
Pasal 8

Bupati  bertanggung jawab melaksanakan pembinaan atas
penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukimandi Daerah.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan;

b. pengaturan;

c. pengendalian; dan

d. pengawasan.

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan
Kawasan Permukimanuntuk melakukan koordinasi lintas sektoral,
lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, baik vertikal
maupun horizontal.

Pasal 9

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a
merupakan satu kesatuan yang utuh dari rencana pembangunan
nasional dan rencana pembangunan Daerah.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran Masyarakat.



(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada
tingkat Daerah yang dimuat dan ditetapkan dalam rencana
pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka
menengah, dan rencana tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
perencanaan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukimandi tingkat provinsi.

Pasal 10
Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
a. penyediaan tanah;
b. pembangunan;
c. pemanfaatan;
d. pemeliharaan; dan

e. Pendanaan dan pembiayaan.

Pasal 11

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf ¢ meliputi
pengendalian:

a. Rumabh;

b. Perumahan;

c. Permukiman;

d. Lingkungan Hunian; dan

e. Kawasan Permukiman.

Pasal 12
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi :
a. pemantauan;
b. evaluasi; dan
c. koreksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas dan
wewenang sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat
Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukimandengan
berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;

b. menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah dengan
berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di
bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

c. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan
dan Kawasan Permukimanpada tingkat Daerah;

d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap
pelaksanaan kebijakan Daerah dalam penyediaan rumabh,
Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian, dan Kawasan
Permukiman;

e. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang
ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan
yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal
yang aman bagi kesehatan;

f. melaksanakan pengawasan dan = pengendalian terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi,
serta  program di bidang Perumahan dan = Kawasan
Permukimanpada tingkat Daerah;

melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat Daerah;

0o

h. melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan
dan strategi penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukimanpada tingkat Daerah;

i. melaksanakan peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

j- melaksanakan kebijakan dan  strategi provinsi dalam
penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukimandengan
berpedoman pada kebijakan nasional;

k. melaksanakan pengelolaan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

l. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan
provinsi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukimanpada
tingkat kabupaten;

m. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk
mendukung terwujudnya Perumahan bagi MBR;



(3)

n. memfasilitasi penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
bagi Masyarakat, terutama bagi MBR;

menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan

p. memberikan pendampingan bagi Orang Perseorangan yang
melakukan pembangunan Rumah Swadaya.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang;:

a. menyusun dan menyediakan basis data Perumahan dan Kawasan
Permukimanpada tingkat Daerah;

b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan
bidang Perumahan dan Kawasan Permukimanpada tingkat Daerah
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang Perumahan
dan Kawasan Permukimanpada tingkat Daerah;

d. melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-
undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukimanpada tingkat Daerah;

e. mencadangkan atau menyediakan tanah untuk Pembangunan
Perumahan dan Kawasan Permukimanbagi MBR;

f. menyediakan prasarana dan Sarana pembangunan Perumahan
bagi MBR pada tingkat Daerah;

g. memfasilitasi kerja sama pada tingkat Daerah antara Pemerintah
Daerah dan Badan Hukum dalam penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

h. menetapkan lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai
Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh pada tingkat Daerah
sesuai dengan kewenangan; dan

i. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh
dan Permukiman kumuh pada tingkat Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan Rumah dan Perumahan dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi
peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan Rumah dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau
Setiap Orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk
menempati, menikmati, dan/atau memiliki Rumah yang layak dalam
lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.



(1)

Pasal 16

Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
meliputi:

a. perencanaan Perumahan;

b. pembangunan Perumahan;

c. pemanfaatan Perumahan; dan
d. pengendalian Perumahan.

Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rumah
atau Perumahan beserta prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menurut
jenis dan bentuknya.

Bagian Kedua
Jenis dan Bentuk Rumah

Pasal 17

Jenis Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)
dibedakan berdasarkan Pelaku Pembangunan dan penghunian yang
meliputi:

a. Rumah Komersial;
b. Rumah Umum;

c. Rumah Swadaya;

d. Rumah Khusus; dan

e. Rumah Negara.

Rumah Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan
kebutuhan Masyarakat.

Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.

Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan dari Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah.

Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diselenggarakan atas prakarsa dan upaya Masyarakat, baik secara
sendiri maupun berkelompok.

Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat
memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah.

Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan Rumah untuk
kebutuhan khusus.

Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dan huruf e disediakan oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah.



(1)

(2)

(2)

Pasal 18

Bentuk Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antar bangunan.

Bentuk Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Rumah tunggal;

b. Rumah deret; dan

c. Rumah susun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai luasan bentuk Rumah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Dalam hal penyelenggaraan Perumahan bagi MBR, Pemerintah Daerah
dapat memberikan fasilitasi terhadap perencanaan, pembangunan,
dan pemanfaatan Perumahan.

Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit :
a. fasilitasi pencarian lahan untuk Perumahan MBR,;
b. fasilitasi akses terhadap KPR Bersubsidi;

c. fasilitasi bantuan dan/atau akses bantuan pembangunan Rumah
dan/atau bahan bangunan; dan/atau

d. fasilitasi bantuan dan/atau akses bantuan pembangunan PSU.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan
keuangan Daerah.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
lembaga atau badan yang ditugasi oleh Pemerintah Daerah.

Penugasan lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Perencanaan Perumahan
Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Perencanaan  Perumahan  menghasilkan dokumen  rencana
pembangunan dan pengembangan Perumahan yang mengacu pada
dokumen RKP dan dokumen Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana pembangunan
jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan
rencana tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



(3) Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan
disusun untuk memenuhi kebutuhan Rumah serta keterpaduan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

(4) Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan
Bupati.

(5) Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling sedikit 1
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 21

(1) Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan
mencakup:

a. kebijakan pembangunan dan pengembangan;

b. rencana kebutuhan penyediaan Rumah;
c. rencana keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
d. program pembangunan dan pemanfaatan.

(2) Rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan dilakukan
dalam bentuk rencana:

a. pembangunan dan pengembangan;
b. pembangunan baru; atau

c. pembangunan kembali.

Pasal 22

(1) Perencanaan Perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
Rumah.

(2) Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. perencanaan dan perancangan Rumah; dan
b. perencanaan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

(3) Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan bagian dari perencanaan Permukiman yang terintegrasi
dengan sistem Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan
Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.

(4) Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup Rumah sederhana, Rumah menengah, dan/atau Rumah
mewah.

Paragraf 2
Perencanaan dan Perancangan Rumah

Pasal 23
(1) Perencanaan dan perancangan Rumah dilakukan untuk:

a. menciptakan Rumah yang layak huni;



(2)

(3)

(1)

b. mendukung upaya pemenuhan kebutuhan Rumah oleh
Masyarakat dan pemerintah; dan

c. meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.

Perencanaan dan perancangan Rumah untuk menciptakan Rumah
layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
dalam rangka mewujudkan Rumah yang sehat, aman, dan teratur.

Perencanaan dan perancangan Rumah untuk mendukung upaya
pemenuhan kebutuhan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan Rumah bagi
Masyarakat.

Perencanaan dan perancangan Rumah untuk meningkatkan tata
bangunan dan lingkungan yang terstruktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka mewujudkan lingkungan
yang fungsional, dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan
selaras dengan lingkungan.

Pasal 24

Perencanaan dan perancangan Rumah dilakukan oleh Setiap Orang
yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan
Rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki
sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.

Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi
klasifikasi dan kualifikasi perencanaan dan perancangan Rumah.

Sertifikat keahlian dan lembaga sertifikasi di bidang perencanaan dan
perancangan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau

d. pengenaan denda administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 25

Hasil perencanaan dan perancangan Rumah harus memenuhi
standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar
Rumah meliputi:

a. ketentuan umum; dan
b. standar teknis.

Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
paling sedikit memenubhi:

a. aspek keselamatan bangunan;



b. kebutuhan minimum ruang; dan
c. aspek kesehatan bangunan.
(4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. pemilihan lokasi Rumah;
b. ketentuan luas dan dimensi Kaveling; dan
c. perancangan Rumah.

(5) Perancangan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan arsitektur,
struktur, mekanikal, dan elektrikal, beserta perpipaan (plumbing)
bangunan Rumah.

Pasal 26

(1) Perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 dilaksanakan melalui penyusunan dokumen rencana teknis.

(2) penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 3
Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Pasal 27

(1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b mengacu pada
rencana keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

(2) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
meliputi:
a.rencana penyediaan Kaveling tanah untuk Perumahan sebagai

bagian dari Permukiman; dan
b.rencana kelengkapan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan.

(3) Rencana penyediaan Kaveling tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a digunakan untuk:

a. landasan perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan

b. meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah sesuai dengan
rencana tapak (site - plan) atau rencana tata bangunan dan
lingkungan.

(4) Rencana kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk:

a. mewujudkan lingkungan Perumahan yang layak huni; dan
b. membangun Rumah.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam
Peraturan Bupati.



Bagian Keempat
Pembangunan Perumahan
Paragraf 1
Umum

Pasal 29

(1) Pembangunan Perumahan meliputi:

a. pembangunan Rumah dan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
dan/atau

b. peningkatan kualitas Perumahan.

(2) Pembangunan Perumahan dilakukan dengan mengembangkan
teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta
mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan
pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman
bagi kesehatan.

(3) Pembangunan Perumahan dilaksanakan melalui upaya penataan pola
dan struktur ruang pembangunan Rumah beserta Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum yang terpadu dengan penataan lingkungan sekitar.

(4) Pembangunan Perumahan untuk peningkatan kualitas Perumahan
dilaksanakan melalui upaya penanganan dan pencegahan terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta penurunan
kualitas lingkungan.

(5) Pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan status penguasaan atau kepemilikan tanah
dan perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Perizinan Berusaha bagi
Badan Hukum yang mengajukan rencana pembangunan Perumahan
untuk MBR.

(2) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan Wajib
mewujudkan Perumahan dengan Hunian Berimbang.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk
Badan Hukum yang membangun Perumahan yang seluruhnya
ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan Rumah Umum.

(4) Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
berupa:
a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan
pembangunan, dan/atau

c. denda administratif.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 31

(1) Pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan oleh Badan Hukum yang
sama.

(2) Dalam melaksanakan pembangunan Perumahan dengan Hunian
Berimbang, Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
bekerja sama dengan Badan Hukum lain.

(3) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan dengan
Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui penyusunan dokumen rencana tapak.

Pasal 32

(1) Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) meliputi:

a. Perumahan skala besar;
b. Perumahan skala sedang; dan

c. Perumahan skala kecil.

(2) Perumahan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kumpulan Rumah yang terdiri paling sedikit 3.000 (tiga
ribu) unit Rumah.

(3) Perumahan skala sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b merupakan kumpulan Rumah yang terdiri atas 100 (seratus) unit
Rumah sampai dengan 3.000 (tiga ribu) unit Rumah.

(4) Perumahan skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan kumpulan Rumah yang terdiri paling sedikit 15 (lima belas)
unit Rumah sampai dengan 100 (seratus) unit Rumah.

Pasal 33

(1) Pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) harus memenuhi kriteria:

a. lokasi;
b. klasifikasi Rumah; dan

c. komposisi.

(2) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pembangunan Perumahan dengan
Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 34

(1) Badan Hukum yang melaksanakan pembangunan Perumahan pada
tahap berikutnya dan memanfaatkan prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum yang telah tersedia, wajib:

a. menjaga kelayakan dan fungsi prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
selama masa pelaksanaan pembangunan; dan

b. mengembalikan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ke kondisi



semula atau kondisi yang setara/lebih baik apabila terjadi kerusakan
akibat kegiatan pembangunan.

(2) Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan
pembangunan;

c. pengenaan denda administratif;
d. pemulihan kelayakan fungsi prasarana Utilitas Umum; dan/atau
e. sanksi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pembangunan Rumah

Pasal 35

(1) Pembangunan Rumah meliputi pembangunan Rumah tunggal, Rumah
deret, dan/atau Rumah susun.

(2) Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembangkan berdasarkan tipologi, ekologi, budaya, dinamika
ekonomi pada tiap Daerah, serta mempertimbangkan faktor
keselamatan dan keamanan.

(3) Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh Setiap Orang, Pemerintah, dan/atau Pemerintah
Daerah.

(4) Pembangunan Rumah dan Perumahan harus dilakukan sesuai dengan
RTRW dan dokumen perizinan.

Pasal 36

(1) Setiap Orang yang melakukan pembangunan Rumah dan Perumahan
namun tidak sesuai dengan RTRW dan dokumen perizinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dikenai sanksi
administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan PBG;

c. pencabutan PBG; dan/atau
d. pembongkaran bangunan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.



Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan Rumah
Umum, Rumah Khusus, dan Rumah Negara.

(2) Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui anggaran pendapatan dan
belanja Daerah.

(3) Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menjadi barang milik Daerah dikelola sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (1), Pemerintah Daerah menugaskan lembaga atau badan
yang menangani Pembangunan Perumahan dan Kawasan
Permukimansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab:

a. menyediakan tanah bagi Perumahan; dan

b. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian
kelayakan hunian.

Pasal 39

(1) Pembangunan Rumah Negara dilakukan untuk mewujudkan
ketertiban penyediaan, penghunian, pengelolaan, serta pengalihan
status dan hak atas Rumah yang dimiliki negara.

(2) Pembangunan Rumah Negara diselenggarakan berdasarkan pada tipe
dan kelas bangunan serta pangkat dan golongan pegawai negeri di atas
tanah yang sudah jelas status haknya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, penyediaan,
penghunian, pengelolaan, serta pengalihan status dan hak atas Rumah
yang dimiliki negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasal 40

(1) Rumah tunggal, Rumah deret, dan/ atau Rumah susun yang masih
dalam tahap pembangunan dapat dilakukan pemasaran oleh Pelaku
Pembangunan melalui Sistem PPJBsesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Sistem PPJBsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
Rumah Umum milik dan Rumah Komersial milik yang berbentuk
Rumah tunggal, Rumah deret, dan Rumah susun.

(3) PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memenuhi persyaratan kepastian atas:
a. status pemilikan tanah;
b. hal yang diperjanjikan;
c. Persetujuan Bangunan Gedung;



(4)

d. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
e. keterbangunan Perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).

Pelaku Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
Orang Perseorangan dan/atau Badan Hukum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem PPJB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan keterbangunan Perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf e diselenggarakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 41
Pembangunan untuk Rumah tunggal, Rumah deret, dan/atau
Rumah susun, dapat dilakukan di atas tanah:
a. hak milik;

b. hak guna bangunan, baik di atas tanah negara maupun di atas hak
pengelolaan; atau

c. hak pakai di atas tanah negara.

Pemilikan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
difasilitasi dengan kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah.

Kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dibebani hak tanggungan.

Kredit atau pembiayaan Rumah Umum tidak harus dibebani hak
tanggungan.

Pasal 42

Pembangunan Rumah tunggal, Rumah deret, Rumah susun, dan/atau
satuan Rumah susun dapat dibebankan jaminan utang sebagai
pelunasan kredit atau pembiayaan.

Pelunasan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Rumah
tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun.

Pasal 43

Badan Hukum yang melakukan pembangunan Rumah tunggal, Rumah
deret, dan/atau Rumah susun tidak boleh melakukan serah terima
dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari
pembeli sebelum memenuhi persyaratan PPJB.

Badan Hukum yang melakukan pembangunan Rumah tunggal, Rumah
deret, dan/atau Rumah susun yang melakukan serah terima dan/atau
menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli
sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan Perizinan Berusaha;
c. pencabutan insentif; dan/atau
d

denda administratif.



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Bupati.

(1)
(2)

Paragraf 3
Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Pasal 44

Pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap
Orang.

Pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum wajib dilakukan
sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.

Pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus
memenuhi persyaratan:

a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumabh;

b. keterpaduan antara prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan
Lingkungan Hunian; dan

c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas

Umum.

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh
Setiap Orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Ketentuan mengenai penyerahan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Peningkatan Kualitas Perumahan

Pasal 45

Peningkatan kualitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/atau Setiap Orang.

Peningkatan kualitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap penurunan kualitas Rumah serta Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peningkatan kualitas Perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Perumahan
Paragraf 1
Umum

Pasal 46
Pemanfaatan Perumahan digunakan sebagai fungsi hunian.

Pemanfaatan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
Lingkungan Hunian meliputi:



a. pemanfaatan Rumah;
b. pemanfaatan prasarana dan Sarana Perumahan; dan

c. pelestarian Rumah, Perumahan, serta prasarana dan Sarana
Perumahan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemanfaatan Rumah
Pasal 47
(1) Pemanfaatan Rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2)

huruf a dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas
tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.

(2) Pemanfaatan Rumah selain digunakan untuk fungsi hunian
harus memastikan terpeliharanya Perumahan dan Lingkungan
Hunian.

Pasal 48
(1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan Rumah selain digunakan
untuk fungsi hunian yang tidak memastikan terpeliharanya

Perumahan dan Lingkungan Hunian dikenai sanksi administratif
berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. pengenaan denda administratif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Penghunian

Pasal 49
(1) Setiap Orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni Rumah.
(2) Hak untuk menghuni Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. cara sewa menyewa; atau
c. cara bukan sewa menyewa.
(3) Penghunian Rumah dengan cara sewa menyewa atau dengan cara
bukan sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dan huruf c hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik
Rumabh.

(4) Penghunian Rumah dengan cara sewa menyewa atau dengan cara
bukan sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dan huruf c dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik
dan penyewa.

(5) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit
mencantumkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban, jangka waktu
sewa menyewa, dan besarnya harga sewa serta kondisi force majeure.

(6) Rumah yang sedang dalam sengketa tidak dapat disewakan.



Pasal 50

(1) Harga sewa bagi Rumah sewa yang pembangunannya memperoleh
kemudahan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh
Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(2) Dalam menetapkan harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati harus tetap memerhatikan spesifikasi Rumah dan lokasi
Rumah yang disewakan serta kelangsungan usaha atau kegiatan sewa
menyewa Rumah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghunian Rumah dengan
cara sewa menyewa atau bukan sewa menyewa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Perumahan

Pasal 51
Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Perumahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b dilakukan:
a. berdasarkan jenis Prasarana dan Sarana Perumahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

Bagian Keenam
Pengendalian Perumahan

Pasal 52

(1) Pengendalian Perumahan mulai dilakukan pada tahap :
a. perencanaan,;
b. pembangunan; dan
c. pemanfaatan.

(2) Pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah dalam bentuk :

a. Perizinan Berusaha;
b. penertiban; dan/atau
C. Ppenataan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah menunjuk Perangkat Daerah untuk melaksanakan
pengendalian Perumahan.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.



(1)

(2)

(1)

Pasal 54

Pengendalian Perumahan pada tahap perencanaan dalam bentuk
perizinan dilakukan melalui pemberian izin yang efektif dan efisien.

Pengendalian Perumahan pada tahap perencanaan dalam bentuk
penertiban dilakukan untuk menjamin kesesuaian perencanaan
Perumahan dengan RTRW dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengendalian Perumahan pada tahap perencanaan dalam bentuk
penataan dilakukan untuk menjamin kesesuaian perencanaan
Perumahan dengan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.

Pasal 55

Pengendalian Perumahan pada tahap pembangunan dalam bentuk
perizinan dilakukan melalui kesesuaian pembangunan dengan
perizinan.

Pengendalian Perumahan pada tahap pembangunan dalam bentuk
penertiban dilakukan untuk menjamin kesesuaian pembangunan
Perumahan dengan RTRW, perencanaan Perumahan, PBG, dan
persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengendalian Perumahan pada tahap pembangunan dalam bentuk
penataan dilakukan untuk menjamin pembangunan Perumahan yang
layak huni sehat, aman, serasi, dan teratur serta mencegah terjadinya
penurunan kualitas Perumahan.

Pasal 56

Pengendalian Perumahan pada tahap pemanfataan dalam bentuk
perizinan dilakukan melalui pemberian arahan penerbitan sertifikat
laik fungsi.

Penerbitan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan Rumah dengan
fungsinya.

Pengendalian Perumahan pada tahap pemanfaatan dalam bentuk
penertiban dilakukan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan
Perumahan dengan sertifikat laik fungsi.

Pengendalian Perumahan pada tahap pemanfaatan dalam bentuk
penataan dilakukan wuntuk menjamin kesesuaian pemanfaatan
Perumahan dengan fungsi hunian.

Bagian Ketujuh
Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah bagi MBR

Pasal 57

Untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR Pemerintah Daerah
memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan Rumah melalui
program perencanaan pembangunan Perumahan secara bertahap dan
berkelanjutan.



(2) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan Rumah
bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. subsidi perolehan Rumah;
b. stimulan Rumah Swadaya;
c. penyediaan tanah; dan/atau
d. sertifikasi tanah.

(3) Pemberian kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan
perolehan Rumah bagi MBR berupa subsidi perolehan Rumah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam akta
perjanjian kredit atau pembiayaan untuk perolehan Rumah bagi MBR.

(4) Kemudahan dan/atau bantuan stimulan Rumah Swadaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan berupa
perbaikan dan pembangunan baru Rumah dan prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum.

(5) Pemberian kemudahan penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung
dikuasai negara;

Konsolidasi Tanah oleh pemilik tanah;
c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;

d. pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah milik Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Sertifikasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi hak atas tanah.

Pasal 58

(1) Bantuan pembangunan Rumah bagi MBR dapat diberikan dalam bentuk:
a. dana;
b. bahan bangunan Rumah; dan/atau
c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

(2) Bantuan pembangunan Rumah bagi MBR dapat diperoleh dari Badan

Hukum melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan kemudahan
bantuan pembangunan Rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

(1) Orang Perseorangan yang memiliki Rumah Umum dengan kemudahan
yang diberikan Pemerintah Daerah hanya dapat menyewakan
dan/atau mengalihkan kepemilikannya atas Rumah kepada pihak lain
dalam hal:



(2)

(3)

(3)

a. pewarisan;
b. penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun; atau
c. pindah tempat tinggal karena tingkat sosial ekonomi yang lebih baik.

Pengalihan  kepemilikan Rumah Umum melalui pewarisan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengalihan kepemilikan dalam hal penghunian setelah jangka waktu
paling sedikit 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, dapat dilakukan dengan berdasarkan bukti pembayaran Rumah
Umum dan surat penyataan kepemilikan Rumah Umum.

Bukti pembayaran Rumah Umum dan surat penyataan kepemilikan
Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan kepemilikan karena pindah tempat tinggal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan karena:

a. pindah kota tempat tugas; atau

b. memiliki Rumah baru.

Pengalihan kepemilikan karena pindah tempat tinggal sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) wajib melapor kepada lembaga yang ditunjuk

dengan melampirkan paling sedikit:

a. surat pindah dari pimpinan instansi atau pejabat yang berwenang;
dan

b. surat pernyataan mengembalikan Rumah Umum.

Dalam hal dilakukan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (5), pengalihannya dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB V
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dilakukan untuk mewujudkan
wilayah yang berfungsi sebagai Lingkungan Hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang
terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan
RTRW.

Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat
tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan
teratur serta menjamin kepastian bermukim.

Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) mencakup Lingkungan Hunian dan tempat
kegiatan pendukung perikehidupan dan penghidupan di perkotaan dan
di perdesaan.



(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua

Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman
Paragraf 1

Umum

Pasal 61

Arahan pengembangan Kawasan Permukiman meliputi:

a. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian
lingkungan hidup di luar kawasan lindung;

b. keterkaitan Lingkungan Hunian perkotaan dengan
Lingkungan Hunian perdesaan,;

c. keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan
dan pengembangan Kawasan Perkotaan;

d. keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan
dan pengembangan Kawasan Perdesaan;

e. keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;

f. keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan Setiap
Orang; dan

g. lembaga yang mengoordinasikan pengembangan
Kawasan Permukiman.

Arahan  pengembangan Kawasan Permukiman  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam mewujudkan:

a. hubungan antara pengembangan Perumahan sebagai bagian
dari Kawasan Permukiman; dan

b. kemudahan penyediaan pembangunan Perumahan sebagai bagian
dari Kawasan Permukiman.

Paragraf 2
Hubungan Antarkawasan Fungsional sebagai Bagian
Lingkungan Hidup di Luar Kawasan Lindung

Pasal 62

Hubungan antarkawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup
di luar kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat
(1) huruf a dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan sinergi
fungsi antarkawasan yang saling mendukung kegiatan budidaya.

Hubungan antarkawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertujuan untuk:

a. mengendalikan Lingkungan Hunian dalam kawasan budidaya
lainnya sesuai dengan Peraturan Zonasi dalam RTRW agar tidak
mengubah fungsi utama kawasan budidaya lainnya;

b. mengembangkan Kawasan Permukiman sebagai pendukung
kegiatan pemanfaatan sumber daya pada kawasan budidaya lain di
sekitarnya; dan

c. mengoptimalkan hasil budidaya secara terpadu dan berkelanjutan
sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan
lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan
budidaya yang ditetapkan dalam RTRW.



(4) Hubungan antarkawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:

a. pemanfaatan Kawasan Permukiman sebagai Lingkungan Hunian
sesuai Peraturan Zonasi dalam RTRW;

b. pemenuhan standar pelayanan minimal Kawasan Permukiman
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,;

c. keterpaduan akses Prasarana antara Kawasan Permukiman
dengan kawasan budidaya lainnya; dan

d. penyediaan Sarana untuk Lingkungan Hunian dengan kapasitas
pelayanan berdasarkan hubungan fungsional yang terbentuk.

Paragraf 3
Keterkaitan Lingkungan Hunian Perkotaan
dengan Lingkungan Hunian Perdesaan

Pasal 63

(1) Keterkaitan Lingkungan Hunian perkotaan dengan Lingkungan Hunian
perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b
dilakukan untuk mewujudkan keserasian dan keseimbangan antara
Lingkungan Hunian perkotaan dan Lingkungan Hunian perdesaan
yang saling mendukung.

(2) Keterkaitan Lingkungan Hunian perkotaan dengan Lingkungan Hunian
perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
menjaga:

a. hubungan fungsional antara peran perkotaan dengan perdesaan
yang saling mendukung;

b. keserasian dan  keseimbangan kualitas pembangunan perkotaan
dengan perdesaan; dan

c. fungsi Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan yang sesuai
dengan arahan RTRW.

(3) Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Lingkungan Hunian dalam Kawasan Perkotaan yang
mendukung kegiatan utama yang bukan pertanian.

(4) Lingkungan Hunian perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Lingkungan Hunian dalam Kawasan Perdesaan yang
mendukung kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber
daya alam.

(5) Keterkaitan Lingkungan Hunian perkotaan dengan Lingkungan Hunian

perdesaan dilakukan melalui penyediaan konektivitas:

a. fisik antara Lingkungan Hunian perkotaan dan Lingkungan
Hunian perdesaan;

b. fungsional antara Lingkungan Hunian perkotaan dan Lingkungan
Hunian perdesaan; dan

c. ekonomi antara Lingkungan Hunian perkotaan dan
Lingkungan Hunian perdesaan.



(1)

(3)

(4)

Paragraf 4
Keterkaitan antara Pengembangan Lingkungan Hunian
Perkotaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan

Pasal 64

Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan dan
pengembangan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (1) huruf ¢ dilakukan untuk mewujudkan pengembangan
Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan rencana, kebijakan dan
strategi pengembangan Kawasan Perkotaan yang telah ditetapkan.

Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan dan
pengembangan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertujuan untuk:

a. mengendalikan Lingkungan Hunian dalam Kawasan Perkotaan
sesuai dengan Peraturan Zonasi dalam RTRW Kawasan Perkotaan
agar tidak mengubah fungsi kawasan lainnya; dan

b. mengembangkan Lingkungan Hunian dalam Kawasan Perkotaan
sebagai pendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya pada
kawasan budidaya lain secara efektif dan efisien sesuai daya
dukung dan daya tampung lingkungan.

Pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan upaya mengembangkan Lingkungan Hunian
sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan yang mendukung kegiatan
utama bukan pertanian.

Pengembangan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan upaya mengembangkan Kawasan Perkotaan yang:

a. menjadi bagian wilayah Daerah; atau

b. mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu
wilayah provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Keterkaitan pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan dengan
pengembangan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan:

a. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan
tujuan, kebijakan dan strategi dari RTRW Kawasan Perkotaan;

b. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan yang mendukung
sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan Prasarana Kawasan
Perkotaan;

c. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan
pola ruang kawasan budi daya di Kawasan Perkotaan;

d. pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan
arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan berupa indikasi
program utama yang bersifat interdependen antar wilayah
administratif; dan

e. pengendalian pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan sesuai
dengan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan
Perkotaan.



(1)

Paragraf 5
Keterkaitan antara Pengembangan Lingkungan Hunian
Perdesaan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Pasal 65

Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan
dan pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (1) huruf d dilakukan untuk mewujudkan pengembangan
Lingkungan Hunian perdesaan yang sesuai dengan rencana, kebijakan
dan strategi pengembangan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan.

Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan dan
pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertujuan untuk:

a. mengendalikan Lingkungan Hunian dalam Kawasan Perdesaan
sesuai dengan Peraturan Zonasi dalam RTRW Kawasan Perdesaan
agar tidak mengubah fungsi kawasan lainnya melalui; dan

b. mengembangkan Lingkungan Hunian dalam Kawasan Perdesaan
sebagai pendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya pada
kawasan budidaya lain secara efektif dan efisien sesuai daya
dukung dan daya tampung lingkungan.

Pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan upaya mengembangkan Lingkungan Hunian
sebagai bagian dari Kawasan Perdesaan yang mendukung kegiatan
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam.

Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan upaya mengembangkan Kawasan Perdesaan yang:

a. menjadi bagian wilayah Daerah; atau

b. mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu
wilayah provinsi sesuai kewenangannya.

Keterkaitan pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan dengan
pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan:

a. perencanaan Lingkungan Hunian perdesaan yang sesuai dengan
tujuan, kebijakan dan strategi RTRW Kawasan Perdesaan;

b. perencanaan Lingkungan Hunian perdesaan yang mendukung
sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan Prasarana Kawasan
Perdesaan;

c. perencanaan Lingkungan Hunian perdesaan yang sesuai dengan
pola ruang kawasan budi daya di Kawasan Perdesaan,;

d. pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan yang sesuai dengan
arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perdesaan berupa indikasi
program utama yang bersifat interdependen antardesa; dan

e. pengendalian pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan sesuai
ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perdesaan.



(1)

Paragraf 6
Keserasian Tata Kehidupan Manusia
dengan Lingkungan Hidup

Pasal 66

Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e dilakukan
untuk mewujudkan tata kehidupan manusia yang serasi dengan
lingkungan hidup.

Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga

berbagai kegiatan manusia dalam rangka mencapai keberlanjutan
kehidupan manusia.

Paragraf 7
Keseimbangan antara Kepentingan
Publik dan Kepentingan Setiap Orang

Pasal 67

Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan Setiap
Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f
dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antara
pemenuhan kepentingan publik dengan kepentingan Setiap Orang.

Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan Setiap
Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sasaran
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukimanyang
dilakukan melalui:

a. pelibatan Masyarakat dalam perencanaan, pembangunan,
pemanfaatan dan pengendalian;

b. pemberian informasi rencana Kawasan Permukiman secara
terbuka kepada Masyarakat;

c. pemberian hak ganti rugi bagi Setiap Orang yang terkena dampak
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau

d. pemberian insentif kepada Setiap Orang yang dengan
sukarela memberikan haknya untuk dimanfatkan bagi
kepentingan umum.

Paragraf 8
Lembaga yang Mengoordinasikan Pengembangan
Kawasan Permukiman

Pasal 68

Lembaga yang mengoordinasikan  pengembangan  Kawasan
Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf g
merupakan kelompok kerja pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman.



(2) Pembentukan dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan
Paragraf 1
Umum

Pasal 69

(1) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman wajib dilaksanakan sesuai
dengan arahan pengembangan Kawasan Permukiman yang terpadu
dan berkelanjutan.

(2) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui tahapan:
a. perencanaan,;
b. pembangunan;
c. pemanfaatan; dan

d. pengendalian.

(3) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam:

a. pengembangan yang telah ada;
b. pembangunan baru; atau

c. pembangunan kembali.

Pasal 70

(1) Badan Hukum yang melakukan penyelenggaraan Kawasan
Permukiman yang tidak melalui tahapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan Perizinan Berusaha;
c. pencabutan insentif; dan/atau
d. denda administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 71

(1) Perencanaan Kawasan Permukiman harus dilakukan sesuai dengan
RTRW.

(2) Perencanaan Kawasan Permukiman harus mencakup:

a. peningkatan sumber daya perkotaan atau perdesaan;



b. mitigasi bencana; dan
c. penyediaan atau peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

(3) Perencanaan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Setiap Orang.

(4) Perencanaan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menghasilkan dokumen RKP.

Pasal 72

(1) Dokumen RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) untuk
memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan
pendukung dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
panjang.

(2) Dokumen RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kebijakan dan strategi pengembangan dan pembangunan
Kawasan Permukiman;

b. rencana Lingkungan Hunian perkotaan dan perdesaan;
c. rencana keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan

indikasi program pembangunan dan pemanfaatan Kawasan
Permukiman.

3) Dokumen RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan
g p y ]
penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan
serta rencana induk masing-masing sektor.

(4) Dokumen RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Bupati.

(5) Dokumen RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali
paling sedikit 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 73

(1) Rencana Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

a. perencanaan pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan;

b. perencanaan pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaan;
dan/atau

c. perencanaan pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan.

(2) Penyusunan rencana Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. menentukan sebaran Permukiman dan Perumahan perkotaan
berdasarkan RTRW, RDTR dan/atau Peraturan Zonasi; dan

b. merumuskan arahan pengembangan satuan Permukiman dan
Perumahan perkotaan berdasarkan proyeksi pertumbuhan
penduduk dan karakteristik kegiatan Kawasan Perkotaan.

Pasal 74

(1) Perencanaan pengembangan  Lingkungan Hunian  perkotaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dimaksudkan



(2)

(4)

untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari Lingkungan
Hunian perkotaan yang telah terbangun.

Perencanaan pengembangan  Lingkungan Hunian perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyusunan rencana:

a. peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian perkotaan
dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan;

b. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perkotaan;

peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Lingkungan Hunian perkotaan;

d. pencegahan terhadap tumbuhnya Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh; dan

e. pencegahan tumbuh dan berkembangnya Lingkungan Hunian
yang tidak terencana dan tidak teratur.

Penyusunan rencana peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian
perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

a. kajian fungsi dan peranan perkotaan sesuai arahan RTRW Kawasan
Perkotaan;

b. identifikasi potensi Lingkungan Hunian perkotaan yang meliputi
potensi-potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia,
potensi ekonomi, potensi sosial dan potensi budaya;

c. kajian kebijakan peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian
perkotaan dalam mendukung fungsi dan peranan perkotaan, yang
memanfaatkan sumber daya dan kegiatan sosial ekonomi setempat;
dan

d. rumusan indikasi program efisiensi Lingkungan Hunian perkotaan.

Rencana peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berisi:

a. identifikasi pelayanan Lingkungan Hunian perkotaan yang ada;

b. identifikasi kebutuhan pelayanan Lingkungan Hunian perkotaan
sesuai alokasi RTRW Kawasan Perkotaan dan standar teknis;

c. arahan peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perkotaan
yang ada;

d. arahan penyediaan pelayanan Lingkungan Hunian perkotaan
yang belum ada;

e. indikasi program peningkatan pelayanan Lingkungan
Hunian perkotaan yang ada berdasarkan
arahan  keterpaduan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum; dan

f. indikasi program peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian
perkotaan yang belum ada berdasarkan arahan keterpaduan
Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum.

Rencana peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c berisi:



(3)

a. identifikasi kinerja kapasitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum Lingkungan Hunian perkotaan yang ada;

b. kajian keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Lingkungan Hunian perkotaan sesuai RTRW Kawasan Perkotaan
dan standar teknis;

c. arahan peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum Lingkungan Hunian perkotaan yang ada; dan

d. indikasi program penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum Lingkungan Hunian perkotaan yang belum ada secara
terpadu.

Rencana pencegahan terhadap tumbuhnya Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d

berisi:

a. arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh pada lokasi tidak kumuh,;

b. indikasi program pengawasan dan pengendalian terhadap
kesesuaian perizinan, standar teknis, dan kelaiakan fungsi; dan

c. indikasi program pendampingan dan pelayanan informasi.

Rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya Lingkungan Hunian
yang tidak terencana dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e dilakukan melalui pemberian arahan pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 75

Perencanaan pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b dimaksudkan
untuk membangun Lingkungan Hunian baru perkotaan pada Kawasan
Permukiman sesuai RTRW.

Perencanaan pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyusunan:

a. rencana penyediaan lokasi Permukiman;

b. rencana penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Permukiman; dan

c. rencana lokasi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.

Rencana penyediaan lokasi Permukiman sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a mencakup:

a. identifikasi lokasi Permukiman baru perkotaan sesuai arahan
RTRW Kawasan Perkotaan;

b. identifikasi pemilikan, penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah pada lokasi Permukiman baru perkotaan;

c. arahan penyediaan tanah Permukiman baru perkotaan
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang;
dan

d. indikasi program penyediaan tanah untuk Permukiman
baru perkotaan sesuai RTRW.



(4) Rencana penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:

a. identifikasi kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Permukiman di sekitar lokasi Permukiman baru perkotaan;

b. identifikasi kebutuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Permukiman pada lokasi Permukiman baru perkotaan sesuai
arahan RTRW Kawasan Perkotaan;

c. rencana integerasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Permukiman baru perkotaan dengan prasana, Sarana, dan Utilitas
Umum yang telah ada; dan

d. indikasi program penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum Permukiman pada lokasi Permukiman baru perkotaan oleh
Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang.

(5) Rencana lokasi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
mencakup:

a. identifikasi rencana lokasi jasa Pemerintahan, pelayanan sosial,
dan kegiatan ekonomi pada lokasi Permukiman baru perkotaan
sesuai arahan RTRW Kawasan Perkotaan; dan

b. indikasi program penyediaan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial,
dan kegiatan ekonomi pada lokasi Permukiman baru perkotaan.

Pasal 76

(1) Perencanaan pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) meliputi perencanaan:

a. Lingkungan Hunian baru skala besar dengan Kasiba; dan

b. Lingkungan Hunian baru bukan skala besar dengan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum.

(2) Lingkungan Hunian baru skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan Lingkungan Hunian yang direncanakan secara
menyeluruh dan terpadu yang pelaksanaannya dilakukan secara
bertahap.

(3) Lingkungan Hunian baru bukan skala besar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b Lingkungan Hunian yang direncanakan secara
menyeluruh dan terpadu yang pelaksanaannya diselesaikan dengan
jangka waktu tertentu.

Pasal 77

(1) Perencanaan pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) didahului dengan
penetapan lokasi pembangunan Lingkungan Hunian baru yang dapat
diusulkan oleh Badan Hukum bidang Perumahan dan Kawasan
Permukimanatau Pemerintah Daerah.

(2) Lokasi pembangunan Lingkungan Hunian baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Penetapan lokasi pembangunan Lingkungan Hunian baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil



studi kelayakan:
a. rencana pembangunan perkotaan atau perdesaan;
b. rencana penyediaan tanah; dan

c. analisis mengenai dampak lalu lintas dan lingkungan.

Pasal 78

Perencanaan pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf ¢ dimaksudkan
untuk memulihkan fungsi Lingkungan Hunian perkotaan.

Perencanaan pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara penyusunan:

a. rencana rehabilitasi;
b. rencana rekonstruksi; atau

C. rencana peremaj aarn.

Pasal 79

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a
merupakan pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan
melalui perbaikan dan/atau pembangunan baru untuk memulihkan
fungsi hunian secara wajar sampai tingkat yang memadai.

Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2)
huruf a mencakup:

a. identifikasi lokasi dari Lingkungan Hunian perkotaan yang
membutuhkan rehabilitasi;

b. identifikasi aspek-aspek dari Lingkungan Hunian perkotaan yang
membutuhkan rehabilitasi; dan

c. indikasi program pelaksanaan rehabilitasi Lingkungan Hunian
perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau
Setiap Orang.

Pasal 80

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b
merupakan pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan
melalui perbaikan dan/atau pembangunan baru dengan sasaran
utama menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian, sosial, dan
budaya.

Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2)
huruf b mencakup:

a. identifikasi lokasi dari Lingkungan Hunian perkotaan yang
membutuhkan rekonstruksi;

b. identifikasi aspek-aspek dari Lingkungan Hunian perkotaan yang
membutuhkan rekonstruksi; dan

c. indikasi program pelaksanaan rekonstruksi Lingkungan Hunian
perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau
Setiap Orang.



Pasal 81

(1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c
merupakan pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan
yang dilakukan melalui penataan secara menyeluruh.

(2) Rencana peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2)
huruf ¢ mencakup:

a. identifikasi lokasi dari Lingkungan Hunian perkotaan yang
membutuhkan peremajaan;

b. identifikasi aspek-aspek dari Lingkungan Hunian perkotaan yang
membutuhkan peremajaan; dan

c. indikasi program pelaksanaan peremajaan Lingkungan Hunian
perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau
Setiap Orang.

Pasal 82

(1) Perencanaan Lingkungan Hunian perdesaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

a. perencanaan pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan;

b. perencanaan pembangunan Lingkungan Hunian baru perdesaan;
atau

c. perencanaan pembangunan kembali Lingkungan Hunian perdesaan.

(2) Penyusunan rencana Lingkungan Hunian perdesaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. menentukan sebaran Permukiman dan Perumahan perdesaan
berdasarkan RTRW dan Peraturan Zonasi; dan

b. merumuskan arahan pengembangan satuan Permukiman dan
Perumahan perdesaan berdasarkan proyeksi pertumbuhan
penduduk dan karakteristik kegiatan Kawasan Perdesaan.

Pasal 83

(1) Perencanaan pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dimaksudkan
mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari Lingkungan Hunian
perdesaan yang telah terbangun.

(2) Perencanaan pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyusunan rencana:

a. peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian perdesaan
dengan memperhatikan fungsi dan peranan perdesaan;

b. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perdesaan;

c. peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Lingkungan Hunian perdesaan;

d. penetapan bagian Lingkungan Hunian perdesaan yang dibatasi dan
yang didorong pengembangannya; dan

e. peningkatan kelestarian alam dan potensi sumber daya perdesaan.



(3) Rencana peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian perdesaan
dengan memperhatikan fungsi dan peranan perdesaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:

a. identifikasi fungsi dan peranan perdesaan sesuai arahan RTRW
Kawasan Perdesaan;

b. identifikasi potensi Lingkungan Hunian perdesaan yang meliputi
potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi
ekonomi, potensi sosial dan potensi budaya;

c. arahan peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian
perdesaan dalam mendukung fungsi dan peranan perdesaan,
melalui efisiensi pemanfaatan sumber daya dan efisiensi kegiatan
produktif; dan

d. indikasi program peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya
dan efisiensi kegiatan produktif.

(4) Rencana peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perdesaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:

a. identifikasi pelayanan Lingkungan Hunian perdesaan yang ada;

b. identifikasi kebutuhan pelayanan Lingkungan Hunian perdesaan
sesuai perhitungan dan proyeksi populasi RTRW Kawasan
Perdesaan dan standar teknis;

c. arahan peningkatan pelayanan lingkungan perdesaan yang ada;
arahan penyediaan pelayanan lingkungan perdesaan yang belum ada;

e. indikasi program peningkatan pelayaan lingkungan perdesaan yang
ada sesuai arahan peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum; dan

f. indikasi program penyediaan pelayanan lingkungan perdesaan
yang belum ada sesuai arahan peningkatan keterpaduan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

(5) Rencana peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum Lingkungan Hunian perdesaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ mencakup:

a. identifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan
Hunian perdesaan yang ada;

b. identifikasi keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Lingkungan Hunian perdesaan sesuai RTRW Kawasan Perdesaan
dan standar teknis;

c. arahan peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum Lingkungan Hunian perdesaan yang ada; dan

d. arahan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Lingkungan Hunian perdesaan yang belum ada secara terpadu.
(6) Rencana penetapan bagian Lingkungan Hunian perdesaan yang
dibatasi dan yang didorong pengembangannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d mencakup:

a. identifikasi bagian Lingkungan Hunian perdesaan yang dibatasi
dan didorong pengembangannya sesuai arahan tata ruang Kawasan
Perdesaan;

b. arahan pembatasan pengembangan bagian Lingkungan Hunian
perdesaan berupa pembatasan intensitas dan pembatasan kegiatan



(7)

tertentu melalui pengenaan disinsentif dan pengenaan sanksi; dan

c. arahan pengembangan bagian Lingkungan Hunian perdesaan
berupa peningkatan intensitas dan pengembangan kegiatan
tertentu melalui pemberian insentif.

Rencana peningkatan kelestarian alam dan potensi sumber daya
perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup:

a. identifikasi kondisi alam yang dimiliki;
b. identifikasi potensi sumber daya perdesaan yang dimiliki;

c. arahan peningkatan kelestarian alam dan sumber daya perdesaan
melalui pengendalian dampak lingkungan; dan

d. indikasi program pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 84

Perencanaan pembangunan Lingkungan Hunian baru perdesaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dimaksudkan
membangun Lingkungan Hunian baru perdesaan yang belum
terbangun pada kawasan peruntukan Permukiman sesuai RTRW.

Perencanaan pembangunan Lingkungan Hunian baru perdesaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyusunan:

a. rencana penyediaan lokasi Permukiman;

b. rencana penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Permukiman; dan

c. rencana penyediaan lokasi pelayanan jasa Pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Rencana penyediaan lokasi Permukiman sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a mencakup:

a. identifikasi lokasi Permukiman baru perdesaan sesuai arahan

RTRW Kawasan Perdesaan;

b. identifikasi penguasaan tanah pada lokasi Permukiman baru

perdesaan;

c. arahan penyediaan tanah Permukiman baru perdesaan oleh

Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang; dan

d. indikasi program penyediaan tanah untuk Permukiman baru sesuai

RTRW.

Rencana penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:

a. identifikasi kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Permukiman di sekitar lokasi Permukiman baru perdesaan;

b. identifikasi kebutuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Permukiman pada lokasi Permukiman baru perdesaan sesuai
arahan RTRW Kawasan Perdesaan;

c. rencana integerasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Permukiman baru perdesaan dengan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum yang telah ada; dan

d. indikasi program penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas



Umum Permukiman pada lokasi Permukiman baru perdesaan oleh
Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.

(5) Rencana penyediaan lokasi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ mencakup:

a. identifikasi rencana lokasi jasa Pemerintahan, pelayanan sosial,
dan kegiatan ekonomi pada lokasi Permukiman baru perdesaan
sesuai arahan RTRW Kawasan Perdesaan; dan

b. indikasi program penyediaan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial,
dan kegiatan ekonomi pada lokasi Permukiman baru perdesaan.

Pasal 85

(1) Perencanaan pembangunan kembali Lingkungan Hunian perdesaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf ¢ dimaksudkan
untuk memulihkan fungsi Lingkungan Hunian perdesaan.

(2) Perencanaan pembangunan kembali dilakukan dengan cara penyusunan:
a. rencana rehabilitasi;
b. rencana rekonstruksi; atau
c. rencana peremajaan.

(3) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a mencakup:

a. identifikasi lokasi dari Lingkungan Hunian perdesaan
yang membutuhkan rehabilitasi;

b. identifikasi aspek-aspek dari Lingkungan Hunian perdesaan yang
membutuhkan rehabilitasi;

c. arahan pelaksanaan rehabilitasi Lingkungan Hunian perdesaan
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang;
dan

d. indikasi program pelaksanaan rehabilitasi Lingkungan
Hunian perdesaan.

(4) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b mencakup:

a. identifikasi lokasi dari Lingkungan Hunian perdesaan
yang membutuhkan rekonstruksi;

b. identifikasi aspek-aspek dari Lingkungan Hunian perdesaan yang
membutuhkan rekonstruksi;

c. arahan pelaksanaan rekonstruksi Lingkungan Hunian perdesaan
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang;
dan

d. indikasi program rekonstruksi Lingkungan Hunian perdesaan.

(5) Rencana peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
¢ mencakup:

a. identifikasi lokasi dari Lingkungan Hunian perdesaan
yang membutuhkan peremajaan;

b. identifikasi aspek-aspek dari Lingkungan Hunian perdesaan yang



membutuhkan peremajaan;

c. arahan pelaksanaan peremajaan Lingkungan Hunian perdesaan
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang;
dan

d. indikasi program peremajaan Lingkungan Hunian perdesaan.

Paragraf 3
Pembangunan

Pasal 86

(1) Pembangunan Kawasan Permukiman dilakukan sesuai dengan
indikasi program dalam dokumen RKP yang telah ditetapkan.

(2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pembangunan Kawasan Permukiman harus mematuhi rencana dan
izin pembangunan Lingkungan Hunian dan kegiatan pendukung.

(3) Pembangunan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum.

(4) Pembangunan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan melalui sinkronisasi program dan anggaran
pembangunan antara Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum.

Pasal 87

(1) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Kawasan Permukiman
tidak mematuhi rencana dan izin pembangunan Lingkungan Hunian
dan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat
(2) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan Perizinan Berusaha;
c. pencabutan insentif; dan/atau
d. denda administratif.

(2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 88
Pembangunan Kawasan Permukiman terdiri atas:

a. Lingkungan Hunian perkotaan termasuk tempat kegiatan pendukung
perkotaan; dan

b. Lingkungan Hunian perdesaan termasuk tempat kegiatan pendukung
perdesaan.



Pasal 89

(1) Pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan termasuk tempat
kegiatan pendukung perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
huruf a dilakukan untuk mendukung penataan dan pengembangan
wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional.

(2) Pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan termasuk tempat
kegiatan pendukung perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pelaksanaan:

a. pengembangan Lingkungan Hunian;
b. pembangunan Lingkungan Hunian baru; dan/atau
c. pembangunan kembali Lingkungan Hunian.

(3) Pengembangan Lingkungan Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a mencakup:

a. peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian perkotaan;
b. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perkotaan;

c. pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan yang
mendukung pengembangan kota layak huni, kota hijau, dan kota
cerdas;

d. peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
lingkunan hunian perkotaan;

e. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh;

f. pengembangan Permukiman perkotaan yang berbasis
pemberdayaan masyarakat; dan

g. pengembangan tempat pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

(4) Pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:

a. penyediaan lokasi Permukiman perkotaan;

b. penyediaan lokasi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi;

c. pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan yang mendukung
pembangunan kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas;

d. pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan
bencana; dan

e. Pembangunan Permukiman perkotaan yang berbasis
Pemberdayaan MAsyarakat.

(5) Pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ mencakup:

a. rehabilitasi Lingkungan Hunian perkotaan;
b. rekonstruksi Lingkungan Hunian perkotaan; dan/atau

c. peremajaan Lingkungan Hunian perkotaan



(1)

(3)

Pasal 90

Pembangunan Lingkungan Hunian perdesaan termasuk tempat
kegiatan pendukung perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
huruf b dilakukan untuk:

a. mendukung perwujudan Lingkungan Hunian perdesaan
berkelanjutan yang memiliki ketahanan ekologi, sosial, dan
ekonomi; dan

b. meningkatkan konektivitas dan keterkaitan ekonomi Lingkungan
Hunian perkotaan dengan Lingkungan Hunian perdesaan.

Pembangunan Lingkungan Hunian perdesaan termasuk tempat
kegiatan pendukung perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan;
b. pembangunan Lingkungan Hunian baru perdesaan; atau
c. pembangunan kembali Lingkungan Hunian perdesaan.

Pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:

a. peningkatan kelestarian alam dan efisiensi potensi sumber daya
pada Lingkungan Hunian perdesaan;

b. pembatasan pengembangan dan/atau mendorong pengembangan

bagian Lingkungan Hunian perdesaan;
c. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perdesaan;

peningkatan konektivitas Lingkungan Hunian perdesaan dengan
Lingkungan Hunian perkotaan;

e. peningkatan hubungan kegiatan ekonomi hulu di Lingkungan
Hunian perdesaan dengan kegiatan ekonomi hilir di Lingkungan
Hunian perkotaan,;

f. peningkatan kualitas dan kuantitas serta keterpaduan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Hunian perdesaan;

g. pengembangan Permukiman perdesaan yang berbasis
Pemberdayaan MAsyarakat; dan

h. pengembangan tempat pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Lingkungan Hunian baru perdesaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:

a. penyediaan lokasi Permukiman perdesaan;

b. penyediaan lokasi pelayanan jasa Pemerintahan dan pelayanan
sosial dan kegiatan ekonomi;

c. pembentukan konektivitas Lingkungan Hunian perdesaan dengan
dengan Lingkungan Hunian perkotaan;

d. pembangunan basis ekonomi hulu di Permukiman perdesaan
untuk mendukung kegiatan ekonomi hilir Lingkungan Hunian
perkotaan;

e. pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perdesaan; dan



()

(1)

(2)

f. pembangunan Permukiman perdesaan yang berbasis
Pemberdayaan MAsyarakat.

Pembangunan kembali Lingkungan Hunian perdesaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ mencakup:

a. rehabilitasi Lingkungan Hunian perdesaan;
b. rekonstruksi Lingkungan Hunian perdesaan; atau

c. peremajaan pada Lingkungan Hunian perdesaan.

Paragraf 4
Pemanfaatan

Pasal 91
Pemanfaatan Kawasan Permukiman dilakukan untuk:

a. menjamin kawasan Permukiman sesuai dengan fungsinya
sebagaimana ditetapkan dalam RTRW; dan

b. mewujudkan struktur ruang sesuai dengan perencanaan
Kawasan Permukiman.

Pemanfaatan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

a. pemanfaatan Lingkungan Hunian perkotaan termasuk tempat
kegiatan pendukung perkotaan; dan

b. pemanfaatan Lingkungan Hunian perdesaan termasuk tempat
kegiatan pendukung perdesaan.

Pasal 92

Pemanfaatan Lingkungan Hunian perkotaan termasuk tempat kegiatan
pendukung perkotaan dan pemanfaatan Lingkungan Hunian
perdesaan termasuk tempat kegiatan pendukung perdesaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a dan huruf b
dilakukan melalui:

a. pemanfaatan hasil pengembangan Lingkungan Hunian;
b. pemanfaatan hasil pembangunan Lingkungan Hunian baru; atau
c. pemanfaatan hasil pembangunan kembali Lingkungan Hunian.

Pemanfaatan hasil pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan dan
perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

a. peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian;
b. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian;

c. peningkatan keterpaduan Perumahan dan Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum; dan

d. peningkatan kinerja produktivitas ekonomi dan pelayanan sosial
di perkotaan dan perdesaan.

Pemanfaatan hasil pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaan
dan perdesaan serta pemanfaatan hasil pembangunan kembali
Lingkungan Hunian perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ berupa:



(1)

(2)

(1)

(2)

a. kesesuaian dan kelayakan tempat tinggal;

b. keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk efisiensi
dan efektivitas pelayanan; dan

c. kesesuaian lokasi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial,
dan kegiatan ekonomi.

Paragraf 5
Pengendalian

Pasal 93

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung
jawab dalam pengendalian penyelenggaraan Kawasan Permukiman.

Pengendalian dalam  penyelenggaraan Kawasan Permukiman
dilakukan pada tahap:

a. perencanaan,;
b. pembangunan; dan

c. pemanfaatan.

Pasal 94

Pengendalian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 93 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menjamin:

a. pemenuhan kebutuhan Perumahan dan Kawasan
Permukimansesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, daya
dukung dan daya tampung lingkungan, serta alokasi ruang yang
ditetapkan dalam RTRW;

b. kesesuaian peruntukan dan intensitas Perumahan dan Kawasan
Permukimandengan RTRW dan Peraturan Zonasi; dan

c. keterpaduan rencana penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum berdasarkan hierarkinya sesuai dengan struktur ruang dan
standar pelayanan minimal.

Pengendalian perencanaan Kawasan Permukiman dilakukan dengan:

a. mengawasi rencana penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan

b. memberikan batas zonasi Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan
pendukung.

Pengendalian perencanaan Kawasan Permukiman dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKP yang mengacu pada
RTRW.

Pasal 95

Pengendalian pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 93 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan
pembangunan Kawasan Permukiman.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
kegiatan :



a. pemantauan;
b. evaluasi; dan
c. pelaporan.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
a. menjamin kualitas fisik dan fungsional Kawasan Permukiman;

b. menjaga kesesuaian proses pembangunan kawasan Permukiman
dengan RKP; dan

c. menjaga kesesuaian proses pembangunan kawasan Permukiman
dengan perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a
merupakan kegiatan pengamatan terhadap pembangunan Kawasan
Permukiman yang dilakukan secara:

a. langsung;
b. tidak langsung; dan/atau
c. melalui laporan Masyarakat.

(2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian antara
pelaksanaan pembangunan Kawasan Permukiman dengan perizinan
yang diberikan.

(3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian antara rencana
pembangunan yang disusun oleh Pelaku Pembangunan dengan
rencana pembangunan yang disahkan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Pemantauan melalui laporan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan mekanisme peran Masyarakat
dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 97

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ditindaklanjuti
melalui evaluasi untuk menilai tingkat pencapaian penyelenggaraan
Kawasan Permukiman secara terukur dan objektif.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menilai hasil pemantauan.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan
rekomendasi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan dibidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman.



Pasal 98

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) disusun
dalam bentuk pelaporan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 99

Pengendalian pada tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
93 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:

a. pemberian insentif untuk mendorong pengembangan Kawasan
Permukiman sesuai RTRW;

b. pengenaan disinsentif untuk membatasi pengembangan Kawasan
Permukiman sesuai RTRW; dan

c. pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran penyelenggaraan
Kawasan Permukiman.

Pasal 100

(1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf
a berupa:

a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan di bidang perpajakan;

b. pemberian kompensasi;
c. subsidi silang;

pembangunan serta pengadaan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum; dan/atau

e. kemudahan prosedur perizinan.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasal 101

(1) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b
berupa:

a. pengenaan retribusi Daerah;
b. pembatasan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
c. pengenaan kompensasi; dan/atau

pengenaan sanksi sesuai undang-undang di bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman.

(2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(1)

Bagian Keempat
Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 102

Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan
Kawasan Permukimandilakukan sebagai pengikat satu kesatuan
sistem Perumahan dan Kawasan Permukimansesuai dengan
hierarkinya berdasarkan RTRW.

Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan
Kawasan Permukimansebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan rencana penyediaan tanah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan
Kawasan Permukimansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhitungkan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
standar teknis yang berlaku.

Ketentuan mengenai pedoman keterpaduan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukimansebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan
Kawasan Permukimanwajib dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
telah disahkan dan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan
Kawasan Permukimansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang.

Dalam pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan dan Kawasan Permukimansebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama antara:

a. Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;

b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya;
c. Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum; dan/atau
d. Badan Hukum dengan Badan Hukum lainnya.

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kelima
Pemeliharaan dan Perbaikan
Paragraf 1
Umum

Pasal 104

(1) Pemeliharaan dan perbaikan dimaksudkan untuk menjaga fungsi
Perumahan dan Kawasan Permukimanyang dapat berfungsi secara
baik dan berkelanjutan untuk kepentingan kualitas hidup orang
perorangan.

(2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di
Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian dan Kawasan
Permukiman.

(3) Pemeliharaan dan perbaikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
dan/atau Setiap Orang.

Paragraf 2
Pemeliharaan

Pasal 105

(1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pemeliharaan Rumah serta
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan, Permukiman,
Lingkungan Hunian dan Kawasan Permukiman.

(2) Pemeliharaan Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perawatan dan
pemeriksaan secara berkala.

Pasal 106
(1) Pemeliharaan Rumah dilakukan oleh Setiap Orang.

(2) Pemeliharaan Rumah dilakukan terhadap Rumah yang telah selesai
dibangun.

(3) Rumah sebelum diserahterimakan kepada pemilik, pemeliharaan
Rumah menjadi tanggung jawab Pelaku Pembangunan.

(4) Tanggung jawab Pelaku Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling singkat selama 3 (tiga) bulan.

(5) Pemeliharaan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

(1) Setiap Orang wajib memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
untuk Perumahan, dan Permukiman.

(2) Setiap Orang wajib memelihara Sarana dan Utilitas Umum untuk
Lingkungan Hunian.

(3) Setiap Orang wajib memelihara Prasarana untuk Kawasan
Permukiman.



(4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki keahlian.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Perbaikan

Pasal 108

Perbaikan Rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dilakukan
melalui rehabilitasi atau pemugaran.

Pasal 109
(1) Perbaikan Rumah wajib dilakukan oleh Setiap Orang.

(2) Perbaikan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan
terhadap Rumah milik Setiap Orang.

Pasal 110

(1) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan
dan Kawasan Permukimandilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
menunjuk atau bekerja sama dengan Badan Hukum untuk melakukan
perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang belum
diserahkan kepada Pemerintah Daerah maka perbaikan merupakan
kewajiban penyelenggara pembangunan.

Pasal 111

(1) Perbaikan Prasarana untuk Lingkungan Hunian dan Kawasan
Permukiman  dilakukan oleh  Pemerintah  Daerah  sesuai
kewenangannya.

(2) Perbaikan Prasarana untuk Kawasan Permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penunjukan atau
bekerja sama dengan Badan Hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

(1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 yang
mengakibatkan beban tambahan terhadap konstruksi bangunan wajib
memperoleh pertimbangan penilai ahli bidang konstruksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

BAB VI
PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN
OLEH ORANG ASING

Pasal 113

Orang Asing yang dapat memiliki Rumah tempat tinggal atau hunian
merupakan Orang Asing yang mempunyai dokumen keimigrasian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Orang Asing meninggal dunia, Rumah tempat tinggal atau
hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwariskan kcpada
ahli waris.

Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
Orang Asing, ahli waris harus mempunyai dokumen keimigrasian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan
Orang Asing dapat memiliki Hak Atas Tanah yang sama dengan Warga
Negara Indonesia lainnya.

Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bukan
merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian
pemisahan harta antara suami dan istri yang dibuat dengan akta
notaris.

Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh Orang
Asing merupakan:

a. Rumah tapak di atas Tanah:
1. hak pakai; atau
2. hak pakai di atas:

a) hak milik, yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian
hak pakai di atas hak milik dengan akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah; atau

b) hak Pengelolaan, berdasarkan perjanjian pemanfaatan Tanah
dengan pemegang Hak Pengelolaan

b. Rumah susun yang dibangun di atas bidang Tanah:
1. hak pakai atau hak guna bangunan di atas Tanah Negara;

2.hak pakai atau hak guna bangunan di atas Tanah Hak
Pengelolaan; atau

3. hak pakai atau hak guna bangunan di atas Tanah hak milik.

Rumah susun yang dibangun di atas Tanah hak pakai atau hak guna
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
Satuan Rumah Susun yang dibangun di kawasan ekonomi khusus,
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri,
dan kawasan ekonomi lainnya.

Kepemilikan Rumah tempat tinggal atau hunian Orang Asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dengan batasan:



a. minimal harga;

b. luas bidang Tanah;
c. jumlah bidang Tanah atau unit Satuan Rumah Susun; dan
d. peruntukan untuk Rumah tinggal atau hunian.

(9) Tata cara pemberian dan batasan kepemilikan Rumah tinggal atau
hunian oleh Orang Asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYEDIAAN TANAH
Pasal 114

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab
atas ketersediaan tanah untuk Pembangunan Perumahan dan
Kawasan Permukiman.

(2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
penetapannya di dalam RTRW merupakan tanggung jawab Pemerintah
Daerah.

Pasal 115

Penyediaan tanah untuk pembangunan Rumah, Perumahan, dan Kawasan
Permukiman dapat dilakukan melalui:

a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai
negara;

b. Konsolidasi Tanah oleh pemilik tanah;
c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;

pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau
milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau

pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

(1) Tanah yang langsung dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 115 huruf a yang digunakan untuk pembangunan Rumah,
Perumahan, dan/atau Kawasan Permukiman diserahkan melalui
pemberian hak atas tanah kepada Setiap Orang yang melakukan
pembangunan Rumah, Perumahan, dan Kawasan Permukiman.

(2) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada penetapan lokasi atau konfirmasi, persetujuan, atau
rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

(3) Dalam hal tanah yang langsung dikuasai negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat garapan Masyarakat, hak atas tanah
diberikan setelah Pelaku Pembangunan Perumahan dan Kawasan
Permukimanselaku pemohon hak atas tanah menyelesaikan ganti rugi



atas seluruh garapan Masyarakat berdasarkan kesepakatan.

(4) Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

(1) Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b
dilakukan untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui
peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah.

(2) Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dan sekaligus
menyediakan tanah untuk pembangunan Prasarana dan fasilitas
umum dilaksanakan pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah dalam bentuk Konsolidasi Tanah di wilayah
perkotaan dan di pedesaan.

(3) Kegiatan Konsolidasi Tanah meliputi penataan kembali bidang tanah
termasuk hak atas tanah dan/atau penggunaan tanahnya dengan
dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan melibatkan
partisipasi para pemilik tanah dan/atau penggarap tanah.

(4) Konsolidasi Tanah dilakukan dalam rangka penataan kembali
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai
dengan K, sebagai upaya penyediaan tanah untuk Pembangunan
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 118

(1) Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b
dapat dilakukan di atas tanah milik pemegang hak atas tanah
dan/atau di atas tanah Negara yang digarap oleh Masyarakat.

(2) Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan kesepakatan:

a. antarpemegang hak atas tanah;
b. antarpenggarap tanah negara; atau
c. antara penggarap tanah negara dan pemegang hak atas tanah.

(3) Konsolidasi Tanah dapat dilaksanakan apabila paling sedikit 60%
(enam puluh persen) dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi
paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari luas seluruh areal tanah
yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuannya.

(4) Kesepakatan paling sedikit 60% (enam puluh persen) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi hak Masyarakat sebesar 40%
(empat puluh persen) untuk mendapatkan aksesibilitas.

Pasal 119

(1) Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b
dapat dilaksanakan bagi pembangunan Rumah tunggal, Rumah deret,
atau Rumah susun.

(2) Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Bupati.



Pasal 120

(1) Konsolidasi Tanah dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan
Badan Hukum.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan perjanjian tertulis antara penggarap tanah negara
dan/atau pemegang hak atas tanah dan Badan Hukum dengan prinsip
kesetaraan yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 121

(1) Konsolidasi Tanah bagi Pembangunan Perumahan dan Kawasan
Permukiman diutamakan bagi:

a. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
b. Permukiman yang tumbuh pesat secara alami,
c. Permukiman yang mulai tumbubh;
kawasan yang direncanakan menjadi Permukiman baru;

e. kawasan yang relatif kosong di bagian pinggiran kota yang
diperkirakan akan berkembang sebagai Daerah Permukiman;
dan/atau

f. pembangunan kembali Perumahan dan Kawasan Permukimanyang
terkena bencana alam, kebakaran, atau kerusuhan sosial.

(2) Pelaksanaan Konsolidasi Tanah sesuai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 122

(1) Peralihan atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 115 huruf c dilakukan setelah Badan Hukum memperoleh
konfirmasi, persetujuan, atau rekomendasi kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang.

(2) Peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
di hadapan pejabat pembuat akta tanah setelah tercapai kesepakatan
bersama.

(3) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

(4) Peralihan hak atas tanah atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib didaftarkan pada kantor
pertanahan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 123

(1) Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau
milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf d bagi
pembangunan Rumah, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
diperuntukkan pembangunan Rumah Umum dan/atau Rumah
Khusus.



(2) Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau
milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

(1) Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 huruf e bagi pembangunan Rumah,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman diperuntukkan pembangunan
Rumah Umum, Rumah Khusus, dan penataan Permukiman kumuh.

(2) Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

(1) Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf f bagi pembangunan
Rumah, Perumahan, dan Kawasan Permukiman diperuntukkan
pembangunan Rumah Umum, Rumah Khusus, dan penataan
Permukiman kumuh.

(2) Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Bagian Kesatu

Pasal 126

Pendanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
bersumber dari :

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 127

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dimanfaatkan untuk
mendukung:

a. penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau

b. kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan
Rumah bagi MBR sesuai dengan standar pelayanan minimal.



(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Pembiayaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 128

Pemerintah Daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem
pembiayaan untuk penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

Pengembangan sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. lembaga pembiayaan;

b. pengerahan dan pemupukan dana;

c. pemanfaatan sumber biaya; dan

d. kemudahan atau bantuan pembiayaan.

Sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah melalui:

a. pembiayaan primer Perumahan; dan/atau

b. pembiayaan sekunder Perumahan.

Paragraf 2
Lembaga Pembiayaan

Pasal 129

Pemerintah Daerah dapat menugasi atau membentuk Badan Hukum
pembiayaan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Badan Hukum pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang untuk
penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam hal pembangunan dan pemilikan Rumah Umum dan swadaya,
Badan Hukum pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjamin:

a. ketersediaan dana murah jangka panjang;
b. kemudahan dalam mendapatkan akses kredit atau pembiayaan; dan

c. keterjangkauan dalam membangun, memperbaiki, atau memiliki
Rumah.

Penugasan dan pembentukan Badan Hukum pembiayaan di bidang
Perumahan dan Kawasan Permukimansebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(1)

Paragraf 3
Pengerahan dan Pemupukan Dana

Pasal 130

Pengerahan dan pemupukan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
128 ayat (2) huruf b meliputi:

a. dana Masyarakat;

b. dana tabungan Perumahan termasuk hasil investasi atas kelebihan
likuiditas; dan/atau

c. dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendorong pemberdayaan
bank dalam pengerahan dan pemupukan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bagi penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukimansecara berkelanjutan.

Pemerintah Daerah mendorong pemberdayaan lembaga keuangan
bukan bank dalam pengerahan dan pemupukan dana tabungan
Perumahan dan dana lainnya khusus untuk Perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ bagi penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengerahan dan pemupukan
dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemanfaatan Sumber Biaya

Pasal 131

Pemanfaatan sumber biaya digunakan untuk pembiayaan:

a. konstruksi;

b. perolehan Rumabh;

c. pembangunan Rumah, Rumah Umum, atau perbaikan Rumah

Swadaya;
d. pemeliharaan dan perbaikan Rumah;

e. peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
dan/atau

f. kepentingan lain di bidang Perumahan dan Kawasan
Permukimansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 5
Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan

Pasal 132

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan/atau bantuan
pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan Rumah Umum dan
Rumah Swadaya bagi MBR.



(2)

(3)
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Kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa:

a. skema pembiayaan;
b. penjaminan atau asuransi; dan/atau
c. dana murah jangka panjang.

Dalam hal pemanfaatan sumber biaya yang digunakan untuk
pemenuhan kebutuhan Rumah Umum atau Rumah Swadaya, MBR
selaku pemanfaat atau pengguna yang mendapatkan kemudahan
dan/atau bantuan pembiayaan wajib mengembalikan pembiayaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Orang yang menyelenggarakan Perumahan dan Kawasan
Permukimanyang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan
pembangunan;

d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan
Perumahan;

e. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);

kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu
tertentu;

pembatasan kegiatan usaha;

0

h. pembekuan izin mendirikan bangunan;
i. pencabutan izin mendirikan bangunan;

pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan Rumabh;

o

perintah pembongkaran bangunan Rumah;

[a—

pembekuan izin usaha;
. pencabutan izin usaha;
pengawasan;
pembatalan izin;
kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu,;

pencabutan insentif;

S = =

pengenaan denda administratif; dan/atau

s. penutupan lokasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan/atau bantuan

pembiayaan dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.



(1)

(3)

Paragraf 6
Pembiayaan Primer

Pasal 133
Pembiayaan primer Perumahan dilaksanakan oleh Badan Hukum.

Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
lembaga keuangan sebagai penyalur kredit atau pembiayaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pembiayaan Sekunder

Pasal 134

Pembiayaan sekunder Perumahan berfungsi memberikan fasilitas
pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kesinambungan
pembiayaan perolehan Rumah.

Pembiayaan sekunder Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh lembaga keuangan bukan bank.

Lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat melakukan sekuritisasi aset pembiayaan perolehan Rumah yang
hasilnya  sepenuhnya  diperuntukkan keberlanjutan fasilitas
pembiayaan perolehan Rumah untuk MBR.

Sekuritisasi aset pembiayaan perolehan Rumah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pasar modal.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT

Pasal 135

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan
oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran Masyarakat.

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan :

a. penyusunan rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

b. pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

. pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

d. pemeliharaan dan perbaikan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

dan/atau

. pengendalian  penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan membentuk forum pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Daerah.



Pasal 136

(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) mempunyai
fungsi dan tugas :

a. menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat;

b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan
penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

c. meningkatkan peran dan pengawasan Masyarakat;
memberikan masukan kepada Pemerintah; dan/atau

e. melakukan arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan Permukiman.
(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :

a. instansi Pemerintah yang terkait dalam bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

b. asosiasi perusahaan penyelenggara Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

c. asosiasi profesi penyelenggara Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

d. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

e. pakar di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau
lembaga swadaya Masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen
yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pembangunan Perumahan
dan Kawasan Permukiman.

ot}

BAB X
LARANGAN
Pasal 137

(1) Setiap Orang dilarang:

a. menyelenggarakan pembangunan Perumahan yang tidak sesuai
dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum yang diperjanjikan;

b. menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas Rumah
Umum kepada pihak lain;

c. menjual satuan lingkungan Perumahan atau Lisiba yang belum
menyelesaikan status hak atas tanahnya;

d. membangun Perumahan dan/atau Permukiman di luar kawasan
yang khusus diperuntukkan bagi Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

e. membangun Perumahan, dan/atau Permukiman di tempat yang
berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun
orang;

f. menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali
Rumah, Perumahan, dan/atau Permukiman yang telah ditetapkan
oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setelah terjadi
kesepakatan dengan Masyarakat setempat;

g. menginvestasikan dana dari pemupukan dana tabungan
Perumahan selain untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau

h. menyelenggaraan Lingkungan Hunian atau Kasiba yang tidak
memisahkan Lingkungan Hunian atau Kasiba menjadi satuan
lingkungan Perumahan atau Lisiba dan membangun Lisiba.



(2) Setiap Badan Hukum dilarang:

a. melakukan pembangunan Rumah tunggal, Rumah deret, dan/atau
Rumah susun dilarang melakukan serah terima dan/atau menarik
dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli sebelum
memenuhi persyaratan;

b. mengalihfungsikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di luar
fungsinya;

c. menjual satuan Permukiman yang belum menyelesaikan status hak
atas tanah Lingkungan Hunian atau Lisiba; dan

d. menjual Kaveling Tanah Matang tanpa Rumah.

(3) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan Rumah,
Perumahan, dan/atau Permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi
dan pemanfaatan ruang.

(4) Dalam hal pembangunan Perumahan untuk MBR dengan Kaveling
Tanah Matang ukuran kecil, larangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d dikecualikan.

(5) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum dilarang melakukan pemecahan
dan/atau penjualan tanah Kaveling yang tidak sesuai dengan RTRW
dan/atau RDTR.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 138
Ketentuan mengenai PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tegal dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan Penyidikan
terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan

Daerah ini.
BAB XII
KETENTUAN PIDANA

PASAL 139
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
137 di pidana dengan pidana denda sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan dan/atau
ketentuan mengenai Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 141

Peraturan pelaksanaan dari peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling
lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 11 Agustus 2026
BUPATI TEGAL,
ttd.
ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 11 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,
ttd.
AMIR MAKHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL,
PROVINSI JAWA TENGAH : (3-109/2026)

Salinan sesual dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara
elektronik oleh:

B.K. ARIBAWA, S.H., S.P., M..Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690326 199403 1 004




PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Pelaksanaan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
PermukimanDaerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukimanmengemban tujuan- tujuan untuk diupayakan
perwujudannya. Pertama, memberikan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kedua,
mendukung penataan dan pengembangan wilayah, serta penyebaran
penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan Lingkungan Hunian dan
Kawasan Permukiman sesuai dengan arahan tata ruang untuk
mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR). Ketiga, meningkatkan daya guna dan hasil
guna sumber daya alam bagi pembangunan Perumahan dengan tetap
memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di Kawasan Perkotaan
maupun Kawasan Perdesaan. Keempat, memberdayakan para pemangku
kepentingan bidang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kelima, menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
Keenam, menjamin terwujudnya Rumah yang layak huni dan terjangkau
dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu,
dan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011,
Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang untuk menyusun dan
menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan
Kawasan Permukimanpada tingkat kabupaten bersama DPRD. Dalam
upaya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah
Daerah perlu menetapkan kebijakan, strategi, perencanaan, pembangunan,
pemanfaatan serta pengendalian Perumahan dan Kawasan
Permukimanyang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

Selain itu, sesui ketentuan huruf D angka 3 Lampiran Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan Pemerintah Daerah berwenang
melaksanakan urusan pemerintahan wajib bidang pelayanan dasar yang
salah satunya pada bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Sesuai pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dalam urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pemerintah
Daerah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan
kemudahan dan bantuan Perumahan dan Kawasan Permukimanbagi
Masyarakat melalui penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukimanyang berbasis kawasan serta keswadayaan Masyarakat
sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik,



kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian
lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi Daerah, dan
keterbukaan dalam tatanan kehidupan berMasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Pertumbuhan dan pembangunan

wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan
Masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan Masyarakat
untuk memperoleh Rumah yang layak dan terjangkau.

Hal inilah yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Tegal mempunyai
kewajiban untuk menangani permasalahan penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukimandi Kabupaten Tegal. Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukimanmeliputi: perencanaan,
pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian Perumahan dan Kawasan
Permukiman. Untuk mendukung penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukimanjuga perlu pengaturan mengenai pembinaan, tugas
dan wewenang, Pendanaan dan pembiayaan, kerja sama Pemerintah
Daerah dengan badan usaha, peran Masyarakat, sanksi administrasi,
maupun ketentuan pidana dan Penyidikan.

Atas dasar hal-hal tersebut dan demi kepastian hukum, perlu
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan dan
Kawsan Permukiman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah memberikan
landasan agar kebutuhan Perumahan dan Kawasan
Permukimanyang layak bagi Masyarakat dapat terpenuhi
sehingga Masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab,
serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah
memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang
Perumahan dan Kawasan Permukimandapat dinikmati secara
proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kenasionalan” adalah memberikan
landasan agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk
warga negara Indonesia, sedangkan hak menghuni dan
menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara
hak sewa atau hak pakai atas Rumah.

Hurufd
Yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan kemanfaatan”
adalah memberikan landasan agar
penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa



sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri
bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan
dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
rakyat.

Hurufe
Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan dan kemudahan”
adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang
Perumahan dan Kawasan Permukimandapat dijangkau oleh
seluruh lapisan Masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim
kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar
setiap warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan
dasar akan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan”
adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukimanbertumpu pada prakarsa, swadaya,
dan peran Masyarakat untuk turut serta mengupayakan
pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Perumahan
dan Kawasan Permukimansehingga mampu membangkitkan
kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta
terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan di bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah memberikan
landasan agar penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukimandilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dengan melibatkan peran pelaku usaha dan Masyarakat, dengan
prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan
menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak
langsung.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan”
adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukimandilakukan dengan mewujudkan
keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan
antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan
pertumbuhan dan  perkembangan  antarDaerah, serta
memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah memberikan
landasan agar penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukimandilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian,
baik intra- maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam
kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling
mengisi.

Hurufj
Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah memberikan
landasan agar Pembangunan Perumahan dan Kawasan
Permukimanmemenuhi standar Rumah sehat, syarat kesehatan
lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan”
adalah memberikan landasan agar penyediaan Perumahan dan



Kawasan Permukimandilakukan dengan memperhatikan kondisi
lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang
terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk
dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi
sekarang dan generasi yang akan datang.

Hurufl

Yang dimaksud dengan “keselamatan, keamanan, ketertiban,
dan keteraturan” adalah memberikan landasan agar
penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukimanmemperhatikan  masalah  keselamatan  dan
keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan
keamananan lingkungan dari berbagai ancaman yang
membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan
keteraturan dalam pemanfaatan Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk fasilitasi akses terhadap KPR bersubsidi berupa
fasilitas likuiditas pembiayaan Perumahan, subsidi selisih
bunga/SSB, subsidi bantuan uang muka/SBUM, dan subsidi
selisih marjin/SSM dan/atau mekanisme pembiayaan
kepemilikan Rumah lainnya.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a



Cukup
jelas Huruf
b
Yang dimaksud dengan "hal yang diperjanjikan' adalah kondisi
Rumah yang dibangun dan dijual kepada konsumen, yang
dipasarkan melalui media promosi, meliputi lokasi Rumah,
kondisi tanah /Kaveling, bentuk Rumah, spesifikasi bangunan,
harga Rumah, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan, fasilitas lain, waktu serah terima Rumah, serta
penyelesaian sengketa.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas.



Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

Cukup jelas.
Pasal 69

Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas.
Pasal 75

Cukup jelas.
Pasal 76

Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jelas.
Pasal 78

Cukup jelas.
Pasal 79

Cukup jelas.
Pasal 80

Cukup jelas.
Pasal 81

Cukup jelas.
Pasal 82

Cukup jelas.
Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84

Cukup jelas.



Pasal 85

Cukup jelas.
Pasal 86

Cukup jelas.
Pasal 87

Cukup jelas.
Pasal 88

Cukup jelas.
Pasal 89

Cukup jelas.
Pasal 90

Cukup jelas.
Pasal 91

Cukup jelas.
Pasal 92

Cukup jelas.
Pasal 93

Cukup jelas.
Pasal 94

Cukup jelas.
Pasal 95

Cukup jelas.
Pasal 96

Cukup jelas.
Pasal 97

Cukup jelas.
Pasal 98

Cukup jelas.
Pasal 99

Cukup jelas.
Pasal 100

Cukup jelas.
Pasal 101

Cukup jelas.
Pasal 102

Cukup jelas.
Pasal 103

Cukup jelas.
Pasal 104

Cukup jelas.
Pasal 105

Cukup jelas.
Pasal 106

Cukup jelas.
Pasal 107

Cukup jelas.
Pasal 108

Cukup jelas.
Pasal 109

Cukup jelas.
Pasal 110

Cukup jelas.
Pasal 111

Cukup jelas.



Pasal 112

Cukup jelas.
Pasal 113

Cukup jelas.
Pasal 114

Cukup jelas.
Pasal 115

Cukup jelas.
Pasal 116

Cukup jelas.
Pasal 117

Cukup jelas.
Pasal 118

Cukup jelas.
Pasal 119

Cukup jelas.
Pasal 120

Ayat (1) Kerja sama dengan badan hukum dimaksudkan untuk
memberikan peluang bagi penggarap tanah negara atau
pemegang hak atas tanah dapat bersama-sama meningkatkan
daya guna dan hasil guna tanah.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “prinsip kesetaraan” adalah persamaan
kedudukan antara penggarap tanah negara dan/atau
pemegang hak atas tanah dan badan hukum yang bekerja
sama dalam pelaksanaan konsolidasi tanah dengan prinsip
saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan
menguntungkan yang dilakukan, baik secara langsung
maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah

notaris.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah
notaris. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.
Pasal 124

Cukup jelas.
Pasal 125

Cukup jelas.
Pasal 126

Cukup jelas.
Pasal 127

Cukup jelas.
Pasal 128

Cukup jelas.
Pasal 129



Cukup jelas.
Pasal 130

Cukup jelas.
Pasal 131

Cukup jelas.
Pasal 132

Cukup jelas.
Pasal 133

Cukup jelas.
Pasal 134

Cukup jelas.
Pasal 135

Cukup jelas.
Pasal 136

Cukup jelas.
Pasal 137

Cukup jelas.
Pasal 138

Cukup jelas.
Pasal 139

Cukup jelas.
Pasal 140

Cukup jelas.
Pasal 141

Cukup jelas.
Pasal 142

Cukup jelas.
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